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TENTANG

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN LINGKAR TIMUR TAHAP X
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DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JA MAK
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WALIKOTA PAGAR ALAM,

bahwa kondisi infrastruktur jalan di Kota Pagar Alam masih
ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan
cakupan pelayanan, sehingga belum sc¢penuhnya menjadi tulang
punggung bagi pembangunan sekto: riil, termasuk dalam
mendukung pemenuhan kebutuhan pingan, mendorong sektor
produksi, serta mendukung pengembang: . wilayah,;

bahwa terbatasnya alokasi Anpgaran ‘endapatan dan Belanja
Daerah Kota Pagar Alam untuk melaksanakan kegiatan
pembangunan infrastruktur jalan Lingk . Timur Tahap I dengan
pola pembiayaan Tahun jamak, meigakibatkan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur Jalan lingk r Timur Tahap 1 dengan
pola pembiayaan Tahun jamak membutihkan waktu lebih dari 1
(satu) tahun anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan seba, aimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang
Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingl ar Timur Tahap I Dengan
Pola Pembiayaan Tahun Jamalk;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 199Y tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik In(ionesia Nomor 3833);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tcntang Pembentukan Kota
Pagar Alam (Lembaran Negara Republilkk Indonesia Tahun 2001
Nomor 88, Tambahan Lembaran Neiara Republik Indonesia
Nomor 4115); Iy
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (entang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indorcsia Tahun 2004 Nomor S5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



10.

11.
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200! Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noiior 4441);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 lenlang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20/1 i{entang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (L¢ nbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tai:bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republiic Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Leiibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tai bhahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara. licpublik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran /legara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun ’010 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah sebagaimar o telah di ubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (perubahan kedua)
sebagaimana telah diubah terakhir dcngan Peraturan Presiden
Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan |iarang / Jasa Pemerintah;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/1’MK.02/2010 tentang Tata
Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak [ahun Jamak (Multiyears
Contract) Dalam Pengadaan Barang / Jas: Pemerintah;

Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang uriisahan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kota Pagaralam (Lembaran Daerah Kota
Pagaralam Tahun 2009 Nomor 2 Seri e)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAIT PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
JALAN LINGKAR TIMUR TAHAP 1 DENGAN POLA PEMBIAYAAN
TAHUN JAMAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan penierintahan oleh Pemerintah
Naerah dan DPRD. menurut asas otonomi dan tugas pcmbantuan dengan prinsip



sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Nejira Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat [jaerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilann Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam sebagai unsur pei velenggara Pemerintah
Daerah. ;

5. Walikota adalalh Walikota Pagar Alam.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKi'l) adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

7. Anggaran Pendapstan dan Belanja Daerah selanjutnya dising: at APBD Kota Pagaralam
adalah Anggar:in Fendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar \lam.

8. Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I |)engan Pola Pembiayaan
Tahun Jamak adqlah penyediaan alokasi dana untuk peliicsanaan pekerjaan yang
mengikat dane anggaran dalam APBD Kota Pagar Alam yang melebihi jangka waktu 1
(satu) tahun argg: ran.

9. Kontrak Tahin Jamak adalah pengkatan pekerjaan yang pendanaan dan
pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahu' anggaran.

10. Jangka Waktu Kontrak adalah jangka waktu secjak ditand iiangani kontrak sampai
berakhirnya pekerjaan.

11. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan
penyedia barang/jasa.

12. Dokumen Perencanaan adalah ketentuan-ketentuan konirak, spesifikasi teknis,
gambar-gambar, pola serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak.

13. Pembangunan Infiastruktur adalah kegiatan yang meliputi pclcerjaan konstruksi untuk
membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktu: dan/atau pemeliharaan
infrastruktur dalain rangka meningkatkan kemanfaatan infra:iruktur.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan pembiayaan pembangunan Infrastruktur Jalan Lingl ar Timur Tahap I Dengan
Pola Pembiayaan Tabun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan
yang bersumber dari APBD Kota Pagar Alam, dalam rangka pembangunan fisik yang
bersifat strategis (an pelaksanaan pembangunan serta pembiayaan yang membutuhkan
waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pcmbiayaan pembangunan Infrastruktur Jal.in Lingkar Timur Tahap 1

dengan pola pembiay:an tahun jamak adalah untuk :

a. Memberikan jcepistian arah, target, sasaran dan tahap: ! penyelesaian kegiatan
pembangunan dan pembiayaannya tidak cukup dicapai dalin jangka waktu 1 tahun
anggaran,

b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan p ¢ tahun dan kepastian

penyelesaian }kegi:itan;

Mempermudal: proses administrasi pertanggungjawaban pro;.iam; dan

Memberikan kepastian sumber dan besaran anggaran pembiayaan yang akan

digunakan untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur Jal.n Lingkar Timur Tahap I

Dengan Pola Pemhiayaan Tahun Jamak yang telah ditetapkan

e o

BAB III
KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMBANG UNAN
Pasal 4 ;
Kriteria pembangunan infrastruktur jalan Lingkar Timur Tahap I melalui pembiayaan
tahun jamak, meliputi :
a Pelaksanaan konstruksinva memerlukan waktu kurane lebih 18 (Delanan Belas| bulan



b. Pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi  yang sifat
pertanggungjewabannya terhadap kegagalan bangunan tidaic bisa dipecah-pecah dari
pekerjaan sebclumnya; dan

c. Program dan kegatan pembangunan bersifat strategis dan 1erupakan prioritas untuk
segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pela anan publik dan/atau
kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Syarat pembiayaan pcmbangunan tahufi jamak, meliputi :

a. Program dan kegi:itan yang telah ditetapkan dalam dokumen jerencanaan;
b. Penyelesaian pekerjaan tidak melebihi masa jabatan Walikots . dan

c. Disesnaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kota Pag:ii Alam.

Pasal 6

(1) Jenis pembanzunan yang dapat dibiayai dari pembiayaan p« inbangunan tahun jamak,
meliputi Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap 1 Denga': Pola Pembiayaan Tahun
Jamalk. !

(2) Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap 1 Dengan Pola Pembiayaan
Tahun Jamak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dape! dikerjasamakan dengan
pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.in.

BAB IV
MEKAN (SME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TA{TUN JAMAK
Pasal 7

Perencanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaim:ina dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai kewenangannva berdasarkan ketentuan
peraturan perundang undangan.

BAB V
SUMBER PENDANAAN
Pasal 8

(1) Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Tiunur Tahap 1 Dengan Pola
Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam F.asal 6 ayat (1) bersumber
dari Pemerintah Kota Pagar Alam melalui APBD Koia Pagar Alam sebesar
Rp. 160.000.000.000,-(SERATUS ENAM PULUH MILYAR RUPIAH). Pembiayaan
pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan
Tahun Jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran sebagaiman:. dimaksud pada ayat (1),
didasarkan pada pertimbangan :

a. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan prakarsa da« rah;
b. Manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah; dan
c. Program Peinerintah Daerah yang telah tertuang dalam doi:iimen perencanaan.

(2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rincian pagu
anggaran dalam setiap tahun, yang bersumber dari APBD Kc!a Pagar Alam akan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 9

(1) Pengalokasian dana per tahun untuk pembiayaan pembangunan Infrastruktur Jalan
Lingkar Timur Tahap I dengan pola pembiayaan tahun jamak ditetapkan dalam
Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj: Dacrah Kota Pagar Alam
tahun berkenaan.

(2) Pembiayaan per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tahapan
rencana pekerjaan, dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari
nilai keseluruhan pekerjaan dan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan
Pemerintah Kota Pagar Alam.



BAR VI
PENJAMINAN PEMBIAYAAN
Pasal 10

(1} Program/kegiatan pembangunan Infrastruktur Jalan Ling} »r Timur Tahap I Dengan
Pola Pembiayaan Tahun Jamak yang akan didanai inelali APBD Kota Pagar Alam
ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Walikota

(2) Pembiayaan untik program/kegiatan pembangunan Infrast: (ktur Jalan Lingkar Timur
Tahap 1 Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimai 1 dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sainpai dengan berakhirnya masa anggaran ta/ un jamak.

BAB VII
PENGIKATAN
Pasal 11

(1) Pengikatan pekerjaan yang alokasi anggarannya brorasal dari  pembiayaan
Pembangunan hifrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap | Dengan Pola Pembiayaan
Tahun Jamal: sehagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam bentuk
kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum pel |anjian, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakar melalui pelelangan umum
dengan mekanisine sesuai ketentuan peraturan perundang-uidangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 12

(1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan
Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap | Dengan Pola Pembiayaan
Tahun Jamak .

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendal.n sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang beranggoiakan dari dinas / instansi
teknis terkait.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Pembangunan Infrasiruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun
Jamak sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) , yang belum
selesai pada akhir 1nasa jabatan Walikota atau karena alasiain-alasan lain yang dapat
dipertanggungjawabkan, diprioritaskan pengalokasian pen biayaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pas:l 8 ayat (1).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Kontrak-kontrak pemnbangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang spesifik dan
bersifat strategis sesuai kebutuhan yang pembiayaannya seb:gaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) yang telah ditandatangani dan dilaksanakan sebclum berlakunya Peraturan
Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini scpanjang mengenai teknis



Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahminya, memerintahkan pengundaniiin Peraturan Daerah ini
dengan penempatinnya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alaii.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal |-t APTTL 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM,

kS

b e
| fmam'rmnm&nm

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggat |9 Ap/iL 2015
SEKRETARIS DAZRAH KOTA PAGAR ALAM,

e

LEMBARAN DAI’RAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR (@ SERI £

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : NOMOR 13/PA/2015



PENJELASAN
- ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR Al . AM
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEMB/ NG UNAN INFRASTRUKTUR JALAN LINGKAR TIMUR TAHAP I
DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JA MIAK

I. UMUM ‘ -

Bahwa keierscdiaan infrastruktur yang memadai ditandai oleh berkembangnya
jaringan infrastniktir transportasi. Dengan adanya infrastruldtur yang memadai akan
mendorong pertumbiuhan ekonomi yang berkualitas, memperc: pat pengembangan pusat-
pusat pertumbubhan potensial, dan meningkatkan kesejahteraai: masyarakat, menurunkan
kesenjangan kesejahieraan antar individu, antar kelompok masy .irakat, dan antar daerah.

Penyediaar: infrastruktur jalan Lingkar Timur Tahap | dengan pola pembiayaan
Tahun Jamak yang memadai, memerlukan penyediaan dana y ng relatif besar, sehingga
pembangunan fitik lan pembiayaannya membutuhkan waktu lebihh dari 1 (satu) tahun
anggaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian
penyediaan anggiarai untuk membiayai pembangunan infrastriiiktur jalan Lingkar Timur
Tahap I dengan pol: pembiayaan Tahun Jamak. Oleh karena itu, perlu adanya payung
hukum sebagai pedonan pelaksanaan yaitu dengan membentul: Peraturan Daerah tentang
Pembiayaan Pemban;unan Tahun Jamak, yang memiliki tujuan intuk :

a. Memberikan Iepastian arah, target, sasaran dan tahap.n penyelesaian kegiatan
pembangunan dan pembiayaannya tidak cukup dicapai dalam jangka waktu lebih dari
1 tahun anggaran,

b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan por tahun dan kepastian
penyelesaian kegiatan;

c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban progi «m; dan

d. Memberikan kcpastian sumber dan besaran anggaran pembi: vaan yang akan digunakan
untuk kegiatar pembangunan yang telah ditetapkan.

I1. PASAL DEMI PAS AL

Pasal 1
Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk menccizah timbulnya salah tafsir
dan salah pengertian dalam memahami dan melaks:inakan pasal-pasal dalam
Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
Yang dimak:ud dengan :
“sumber dana dari APBD Kota Pagar Alam.
“yang bersifat sirategis” adalah pembangunan infrastruktu; jalan Lingkar Timur
Tahap | dengzan pola pembiayaan Tahun Jamak yang telah ercantum dalam :
- Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) S\ PD;
- Rencana i erja Pemerintah Daerah (RKPDj;
- Rencana 'Tat:: Ruang Wilayah Kota (RTRW)
- Rencana ’em bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJND); dan
- Rencana Penibangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan, meliputi :
-Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK)
-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan

Dannnsma Danshnmarinan Tanalra Daniana NMaarah (RD.TPT



Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan ke astian hukum
pelaksanaan pe nbangunan dan perlindungan kepada apar 1| Peinerintah Daerah serta
pcnyidia barany;/jasa, mengenai keberlangsungan pembia qian pembangunan tahun
jamak.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas. e
Ayat (2)

Yang dimalcsucl dengan “pihak ketiga” adalah badan usal . atau orang perseorangan

yang menvediakan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Konsultansi / Jasa

Lainnya sesual ketentuan peraturan perundang-undangai

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Pembangunan infrastruktur jalan Lingkar Timur Tahap | dengan pala pembiayaan

Tahun Jamak yang diprakarsai oleh pihak ketiga, tidak {¢rmasuk dalam pengertian

“prakarsa claerah”.

Humfb

Yang dimzksud dengan eksternalitas adalah pengarub vang signifikan terhadap

keseluruhan pembangunan Kota Pagar Alam.

Huruf ¢

Yang dimalsu«d dengan “perencanaan”, meliputi Rencana Kerja (Renja) dan Rencana

Strategis (Ren:tra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD), Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Rencana Pembangunan /jangka Menengah Daerah

(RPJMD), dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas-asas umum perjanjian antar . lain, meliputi :

1. Asas personalia;

2. Asas konsensualitas (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu jcgjanjian berlaku mengikat
kepada mercka yang mengikatkan diri;

3. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), yaitu setiap orang bebas
untuk menpgadakan perjanjian, sepanjang tidak bertenlangan dengan. ketentnan
peratursn perundang-undangan;

4. Asas itikad bhaik, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dcngan itikad baik;

5. Asas Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian berlaku schagai undang-undang bagi
mereka yanjz membuatnya;

6. Perjanjian iidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah
pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;



Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlingsungan pembangunan
infrastruktur dan kegiatan lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai
kebutuhan yang belum selesai pada saat akhir mass jabatan Walikota, yang
disebabkan adsnya peristiwa keaflaan kahar yaitu suatu kcadaan yang terjadi diluar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebehiinnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat terpen hi.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Culkup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAl{UN 2015 NOMOR .1Q...
SERI .E ‘

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : NOMOR 13/PA/2015



